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PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAFRAH TINGKAT II PATI

NOMOR 6 TAHUN 1998
TENTANG
PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN
AIR PERMUKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT IT PATI

Menimbang * &. bahwa berdasarkan Pasa] 2 ayat
haruf f Undang-undang Nomor 18 Tahun

(2)

1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, Pajak Pemanfaatan
Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

merupakan  jenis Pajak
Tingkat II ;

Daerah

b. bahwa untuk beémungut Pajak sebagai-
mana dimaksud huruf a perlu ditetap-

kan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat o Undang-undang Nomor 13 Tahun

1850

tentang  Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Tengah ( Berita Negara Tahun

1950 ) ;



~d

. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974

tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974
Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3037) ;

. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997

tentang Badan Penyelesaian Sengketa
Pajak ( Lembaran Negara Tahun 1997
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3684);

. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997

tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah ( Lembaran Negara Nomor 97
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3685 ) ;

. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997

tentang Penagihan Pajak dengan Surat
Paksa ( Lembaran Negara Tahun 1997
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Nowmor 3686 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
1997 tentang Pajak Daerah ( Lembaran
Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3691 ) ;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nowor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk
Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah
Perubahan;



8. Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman
Tata Cara Pungutan Pajak Daerah ;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
173 Tahun 1997 tentang Tata Cara
Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II pati Nomor 3 Tahun 1989
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Patj,

Dengan Persetujuan bewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat IT Pati.

MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH  KABUPATEN DAERAH
FAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud

dengan :

a. Daerah  adalah Kabupaten Daerah
Tingkat II Patj ;



d.

[¢]

. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Daerah Tingkat I1 Pati

b

. Bupati Kepala Daerah adalsh Bupati Kepala Daerah

Tingkat 11 Pati ;
Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati ;

y

. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air

permukaan vang selanjutnya disebut Pajak adaish
Pungutan Daerah atas pemanfaatan air bawah tanah
dan air permukazn ;

. Air bawah tanah adalah air yang berada diperut

bumi, termasuk mata air yang muncul secara
alamiah diatas permwukaan tanah H

. Air permukaan adalah air yang berada dipermukaan

bumi tidak termasuk air laut H

. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang

selanjutnya disingkat SPTPD adalah Surat Pemberi
tahuan dari Wajib Pajak yang berisi besarnya
jumlah Air Bawah Tanah dan atau air Permukaan
yang diambil Wajib Pajak dalam suatu masa pajak;
Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya
disingkat SSPD, adalah surat vang digunakan oleh
Wajib Pajak, untuk melakukan pembayaran atau
penyctoran pajak yang terutang ke Kas Daerah
atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati
Kepala Daersh;

- Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya

disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang -
benentukan besarnya jumlah pajak yang terutang ;
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k. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang
selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat
Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak
yang  terutang, jumlah kredit pajak, jumlah
kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya
sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus
dibayar ;

1. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan yang selanjutnya disingkat  SKPDKBT
adalah Surat Keputusan yang menetukan tambahan
atas jumlah Pajak vang telah ditetapkan ;

m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, vang
selanjutnya disingkat  SKPDLB, adalah Surat
Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak
lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak
seharusnya terutang ;

n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang
selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat
Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang
terutang sama besarnya dengan jumlah kredit
pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada
kredit pajak ;

o. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan
tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa
bunga dan atau denda ;

p. Pejabat adalah pejabat yang ditunjuk oleh
Bupati Kepala Daerah.



